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Dalam Pasal 16 UU Keistimewaan ada aturan
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilarang membuat
keputusan secara khusus memberikan keuntungan untuk
diri sendiri, keluarga, mitra atau kolega yang nantinya
merugikan bahkan mendiskriminasi negara dan
masyarakat tertentu. Kekhawatiran di balik penguasaan
tanah desa oleh Keraton Yogyakarta melanda sebagian
perangkat desa di DI Yogyakarta. Timbul pertanyaan
masihkah desa di DI Yogyakarta berdaya? Selain
kekhawatiran di atas, pemanfaatan tanah desa dengan
penyesuaian  sertifikasi oleh  Keraton Yogyakarta
dikhawatirkan menjadi alat untuk memudahkan bisnis

keluarga keraton.

(86]

Dislokasi Geografik Desa
(Konflik Pengelolaan Pembangkit Tenaga
Listrik Biomassa Bambu di Mentawai)

Rijel Samaloisa, Munawar Ahmad, Moh. Firdaus

Prawacana

Energi merupakan salah satu aspek strategis
penghidupan dan kehidupan desa. Keberadaan sumber
dan infrastruktur energi yang diubah menjadi listrik
diyakini akan menggerakkan produksi ekonomi desa.
Listrik sebagai pemanas dan tenaga penggerak misalnya,
akan memudahkan masyarakat untuk melakukan
berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Hampir
seluruh bidang usaha ekonomi sangat bergantung pada
ketersediaan listrik. Sedangkan energi sebagai penerang
akan meningkat kualitas kehidupan sosial masyarakat
desa. Dengan adanya penerang, anak-anak usia sekolah
di desa dapat belajar pada malam hari.

Keberadaan listrik juga diyakini dapat mempercepat
pembangunan desa sekaligus berkontribusi mengatasi
ketimpangan antarwilayah serta menanggulangi
kemiskinan. Sejumlah studi berargumen bahwa listrik
memainkan peran vital dalam menggerakkan
pertumbuhan ekonomi (Belaid & Abderrahmani, 2013;
Stern, 201 1) dan meningkatkan standar kehidupan sosial
ekonomi warga (Bridge et al, 2016; Shahbaz, 2015).
Sejumlah studi menunjukkan kemiskinan energi, dimana
akses warga miskin terhadap listrik begitu terbatas
berdampak pada sektor kehidupan sosial seperti
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kesehatan dan Pendidikan dan meningkatkan kemiskinan
(Lin & Wang, 2020; Oum, 2019; Sambodo & Novandra,
2019).

Namun, belum semua desa di seluruh pelosok
negeri teraliri listrik terutama di daerah-daerah terpencil,
terdepan, dan terluar (3T). Faktor geografis berupa
lanskap kepulauan yang Iluas dan menyebar serta
membuat skala ekonomi untuk investasi di sektor ini tidak
layak sehingga memunculkan masalah ketimpangan
akses layanan listrik. Salah satu daerah yang masih belum
banyak tersentuh oleh listrik adalah Kabupaten Mentawai.
Dikenal sebagai kawasan terluar dengan gugus pulau-
pulau, penyediaan infrastruktur listrik di Mentawai tidak
mudah dilakukan. BPS mencatat, rasio elektrifikasi di
Mentawai masih rendah, yakni 56,41%. Hal ini artinya,
hampir separuh kawasan di Mentawai belum teraliri listrik.

Selama ini upaya untuk mengatasi kemiskinan
energi berupa listrik di Mentawali, telah dilakukan dengan
sejumlah cara. Upaya pertama dilakukan dengan
membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari
pulau ke pulau, namun upaya ini dinilai memakan ongkos
yang mahal dan tidak efisien. Selanjutnya, pemerintah
setempat mengupayakan pasokan listrik dengan dengan
sel surya (solar cel) ke sejumlah desa. Dalam
perjalanannya, upaya ini juga tidak berhasil karena
masalah teknis dan pemeliharaan. Demikian pula upaya
dilakukan dengan menggunakan tenaga diesel, untuk
menambah sumber energi terbarukan.

Upaya terbaru yang dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten Mentawai adalah dengan mendirikan
Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa dengan bahan
bambu (PLTBm). Tanaman bambu menurut sejumlah studi

dilaporkan adalah salah satu sumber bahan baku untuk
elektrifikasi yang cukup potensial dikembangkan di
sejumlah daerah. Potensi bambu yang tersedia di
Mentawai sangat melimpah, menjadi salah satu alternatif
yang bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan akan listrik
di Mentawai ditengah-tengah rasio elektrifikasi yang
rendah. Sayangnya, kebijakan PLTBm di Mentawai
berujung mangkrak. Tulisan ini hendak mengangkat
kasus mangkraknya proyek PLTBm di Mentawai.

Proyek Mangkrak PLTBm Mentawai

Awal mula keberadaan proyek PLTBm Mentawai
adalah hasil kerja sama Pemerintah Indonesia melalui
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dengan lembaga swadaya masyarakat asal Amerika
Serikat, Millenium Challenge  Corporation (MCC)
(Wiratmini, 2019). Kerjasama investasi senilai Rp 154
Miliar tersebut direncanakan di tiga titik yakni di Desa
Saliguna, Mototonan, dan Rogdok. Berdasarkan studi
kelayakan yang dilakukan, ketersediaan bambu sebagai
bahan bakar utama, melimpah pada ketiga desa tersebut.
Bambu tumbuh liar di kebun-kebun milik masyarakat,
karena itu, dalam rencananya, bambu masyarakat akan
dibeli sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan
ekonomi, selain keuntungan penyerapan tenaga Kkerja
lokal untuk operasional pembangkit.

Adapun PLTBm Siberut tersebut terdiri atas tiga
unit yang memasok listrik ke tiga desa. yakni Desa
Madobag dengan kapasitas PLTBm terpasang 300 kW
untuk 579 pelanggan, Desa Matotonan 150 kW ke 266
pelanggan, dan Saliguma 250 kW untuk 388 pelanggan.
Adapun, waktu pengoperasian hanya bisa dilakukan
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selama 12 jam/hari. Jika PLTBm Siberut tersebut berhasil,
perencanaan kedepan akan dibangun 36 titik pembangkit
listrik Harapannya, semakin banyak rumah tangga yang
berlistrik, maka akan mendorong masyarakat untuk
semakin meningkat kualitas hidup dan ekonomi-nya,
anak-anak bisa belajar di malam hari, serta dapat
mengakses dunia luar atau dunia maya melalui internet
yang semakin banyak membantu pekerjaan maupun juga
dalam masalah pendidikan dan lainnya.

Dikarenakan PLTBm merupakan berasal dari dana
bantuan Amerika, melalui MCC, maka setelah proyek
berhasil dibangun, pembangkit kemudian diserahkan ke
Perusahaan Daerah (Perusda) Kepulauan Mentawai untuk
dikelola, yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda)
Mentawai. Perusda kemudian menjual listrik ke PT PLN
(Persero) sebelum dialirkan ke masyarakat. Perusda
Kepulauan Mentawai, selaku pengelola  PLTBm
menjanjikan akan membeli bambu masyarakat untuk
menjadi energi utama PLTBm Siberut. Setidaknya, harga
beli bambu yang sudah dicincang dipatok senilai Rp700
per kilogram (kg).

Pembangunan PTLBm dimulai pada tahun 2017
dengan PT Charta Putra Indonesia (CPI) selaku pemenang
proyek pembangunan PLTBm. Untuk melaksanakan
proyek ini PT CPI menggandeng sejumlah perusahaan
yang bisa melaksanakan proyek tersebut di lapangan. PT
CPI bermitra dengan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT)
sebagai pembangun  konstruksi sekaligus mesin.
Sementara PT. Ekologika sebagai perusahaan untuk
menanam bambu. IKPT mencari perusahaan vyang
membantu Pembangunan di lapangan, yakni PT Menara
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Agung Putih (MAP) yang bertanggung jawab soal fisik
bangunan dan bersama IKPT merakit mesin. Untuk
pemasangan jaringan listrik juga merangkul memakai PT.
llham Jaya Teknik (1JT).

Pembangunan mulai dilakukan pada April 2017
oleh PT IKPT dan didampingi teknisi asal India hingga
dilakukan uji coba mesin. Hanya saja ujicoba tidak sampai
ada mengalirkan arus ke masyarakat. Pada April 2018,
pembangunan pembangkit sudah selesai. Namun karena
belum ada serah terima barang dari Bappenas kepada
Pemda Mentawai, aktivitas di tiga pembangkit
terhenti. Karena tidak ada kejelasan dan tidak ada yang
mengurus di lapangan, terjadi pencurian dan perusakan
barang-barang di dalam pembangkit tersebut. Pada akhir
Juni 2018, Pemda Mentawai menugaskan Satuan Polisi
Pamong Praja untuk melakukan penjagaan di tiga
pembangkit tersebut.

Saat belum ada serah terima, pemangku
kepentingan saling lempar syarat agar serah terima dapat
dilakukan. Untuk Pemda Mentawai syarat yang harus
dipenuhi pihak Bappenas dan pemenang proyek yaitu
adanya pelatihan bagi karyawan di lapangan yang akan
mengelola PLTBm Bambu. Pada September 2018,
Bappenas kembali menindaklanjuti kegiatan di lapangan.
Pada bulan yang sama, unit PLTBm Siberut yang berada
di tiga pembangkit digabungkan dalam pengelolaan
Perusda Mentawai. Perusda Mentawai kemudian
melakukan perekrutan karyawan untuk tiga pembangkit

tersebut pada awal 2019.

Pada Desember 2018, IKPT selaku kontraktor
bangunan mesin datang ke tiga pembangkit untuk
memanaskan mesin. Hanya saja banyak alat yang tidak
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berfungsi karena lama ditinggalkan dan dibiarkan. Untuk
mengatasi hal tersebut, pada awal 2019, pihak IKPT
mendatangkan kembali teknisi asal India untuk melihat
dan melakukan pengecekan mesin dan ternyata ada
banyak kerusakan. Pada saat itu di PLTBm Saliguma, dari
empat mesin yang ada, dua hidup normal dan dua tidak
sehingga dilakukan pembongkaran. Di pembangkit
Madobag kondisijuga sama, dari empat mesin, hanya dua
yang menyala, dua lainnya rusak. Saat dihidupkan
masing-masing, mesinnya  hidup. Namun ketika
digabungkan untuk dialirkan ke masyarakat, mesin mati.
Sementara di Matotonan, semua mesin hidup. Karyawan
PLTBm di Saliguma dan Madobag dibawa ke PLTBm
Matotonan untuk diberi pelatihan. Selama pelatihan,
orang India mentransfer ilmu pada pihak IKPT Jakarta dan
IKPT Jakarta melanjutkan ilmunya pada teknisi lokal. Hal
ini dilakukan karena ada kendala bahasa dan waktu yang
singkat maka orang India melatih pihak IKPT Jakarta dan
IKPT Jakarta melatih orang lokal.

Pada akhirnya, sejak 2019, PLTBm Mentawali
beroperasi. Saat peresmian, penggunaan PLTBm
dijalankan masih dengan bahan baku bambu. Namun hal
itu hanya bertahan 1 bulan. Pasokan bahan baku bambu
mengalami gangguan. Hal ini terjadi karena jenis bahan
bambu yang tumbuh di tiga desa tersebut tidak cocok
digunakan untuk PLTBm. Berbeda dengan Desa Rogdok,
bahkan Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah punya
pasokan bambu sedikit dan harus mengirim dari luar desa
menggunakan transportasi air. Kalau di Madobag dan
Matotonan, penggunaan bahan baku bambu masih dapat
dipertahankan meski kemampuan operasional PLTBm
tersebut hanya enam jam. Lagipula setiap kali
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menghidupkan pertama kali membutuhkan bahan bakar
cukup banyak yakni sekitar 100 liter solar, hingga
mencapai suhu normal agar keluar gas dari bambu.

ntuk mengatasi kelangkaan bahan baku tersebut,
Perusda mengambil kebijakan. Pertama, memberikan
bantuan bibit bambu kepada masyarakat yang ditanam di
ladang mereka. Bibit ini berbeda dengan bambu yang
biasa tumbuh di Mentawai, dengan profil bambu kulit
lebih tebal dan diameter sedikit lebih besar. Masyarakat
mendapat jumlah bibit berbeda-beda. Ada masyarakat
yang mendapat 100 bibit, namun ada pula yang
mendapat jumlah bibit lebih sedikit. Bibit bambu yang
ditanam diperkirakan akan dapat dipanen pada tahun
ketiga hingga keempat.

Akan tetapi gerakan pembibitan tersebut pun
akhirnya mendapat tentangan dari masyarakat, karena

Masyarakat harus kerja dua Kkali, yakni menebang pohon
bambu, dan menanam kembali.

Kedua, untuk menjaga kestabilan pasokan bahan
baku, mesin pembangkit masih dapat menggunakan
bahan pengganti berupa kayu residu sembari menunggu
bambu dipanen. Oleh karena itu, Perusda mendatangkan
kayu dari ladang-ladang masyarakat. Kayu-kayu tersebut
dibeli dari masyarakat seharga Rp. 700/kg untuk
kebutuhan menghidupkan PLTBm tersebut. Namun
karena PLTBm sudah dibuka harus segera dioperasikan,
dalam keadaan yang terbatas dari suplai bambu, akhirnya
produksi listrik dengan bahan baku kayu tidak maksimal.

Meskipun mengalami gangguan pasokan, PLTBm
masih beroperasi namun pasokan listrik tidak stabil.
Listrik mati-hidup dalam waktu berdekatan, menyala dua
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jam, sejam atau dua jam kemudian padam. Dalam
hitungan bulan PLTBm mulai bermasalah. Ketidakstabilan
pasokan bahan baku menyebabkan kerusakan mesin di
pembangkit. Kerusakan mesin terjadi karena kurangnya
pengetahuan teknis atas kinerja mesin PLTBm. Bahkan
mesin sempat terbakar, karena residu berupa debu
biomassa menyumbat mesin yang berujung mesin
terbakar. Disamping itu, kerusakan semakin parah karena
onderdil yang rusak sulit dicari suku cadangnya di
Mentawai.

Bahkan dan pada tahun 2020, bahan baku
digantikan dengan bahan bakar solar untuk menjaga arus
listrik tetap stabil. PLTBm berubah menjadi pembangkit
listrik bertenaga diesel. Inilah krisis yang terjadi PLTBm
berbahan bakar bambu di Mentawai, ambruk. Alih-alih
menggunakan potensi bambu yang melimpah, justru
lebih sering menggunakan bahan bakar kayu dan solar.
Dari tiga pembangkit hanya bertahan empat sampai enam
bulan. Sisanya, menggunakan solar yang disubsidi dari
anggaran Pemda Mentawai.

Pemda Mentawai terbebani dengan mensubsidi
PLTBm ini. Tahun pertama pada 2019, pemerintah
setempat mengalokasikan subsidi sebesar Rp 4 miliar
yang naik menjadi Rp 6 miliar pada tahun 2020. Pada
tahun ketiga subsidi pemerintah setempat turun Rp 2
miliar. Selama tahun-tahun tersebut subsidi habis untuk
biaya operasional. Beban subsidi semakin berat ketika
menjumpai fakta bahwa konsumsi listrik di tiga desa
tersebut masih rendah. Seperti di Matotonan, daya serap
masyarakat hanya 11 kwh dari 150 kwh. Di Madobag,
ada kapasitas 300 kWh tapi daya serap 28 kWh. Di
Saliguma daya 250 kWh dengan serapan sekitar 22
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sampai 24 kWh. Atas kondisi tersebut, pengelola
mengalami kerugian fatal.

Pada tahun 2022, belum ada alokasi subsidi untuk
PLTBm karena pemda beralasan tidak ada anggaran.
Perusda pada akhirnya bersurat ke Pemda Mentawai
untuk menyerahkan wewenang karena tidak lagi sanggup
mengatasi krisis yang terjadi. Karena adanya krisis
tersebut, akhirnya Pemda Mentawai menunjuk PLN
menjadi pihak yang diminta untuk menangani, dengan
menerjunkan mobile genset milik PLN untuk pasokan
listrik di Desa Saliguma, Madobag dan Matotonan. Sejak
2022, PLN membantu mesin diesel yang bersifat
sementara. Sejak tahun 2022, listrik di ketiga desa
tersebut dipasok oleh genset PLN dengan kapasitas
terpasang 3.537 kW.

Perangkat desa setempat menjelaskan adanya
kekecewaan di kalangan Masyarakat terkait PLTBm.
Pertama, kerusakan mesin berdampak pembelian bahan
baku biomassa baik bambu maupun kayu distop. Bambu-
bambu yang ditanam di ladang masyarakat tidak lagi
berharga. Sebagian warga kemudian menebang tanaman
bambunya meskipun bukan untuk memasok PLTBm, akan
tetapi lebih didasarkan pertimbangan tanaman bambu
telah menjadi hama bagi tanaman ladang mereka. Ada
Pula warga yang masih menyimpan sisa-sisa bambu yang
telah ditebang dengan harapan bambu tersebut dapat
dibeli sambil menunggu perbaikan mesin.

Kedua, awalnya warga cukup antusias
menggunakan listrik biomassa bambu. Mereka membeli
televisi, kulkas dan alat elektronik lain. Namun belum tiga
bulan, televisi dan kulkas itu mati, tidak dapat digunakan
karena pasokan listrik yang tidak stabil. Saat PLTBm

[95]



mengalami kerusakan Masyarakat kembali pakai lampu
minyak atau lampu togok dalam waktu yang cukup lama.
Warga ketiga desa sudah berangan-angan, kalau listrik
menyala 24 jam mereka bisa berkegiatan lebih banyak.
Anak-anak bisa belajar di malam hari. ekonomi akan
bergerak. Karena dengan listrik tersuplai dengan baik
masyarakat bisa punya pekerjaan lain.

Krisis PLTBm sebagai Dislokasi Geografis

Memahami permasalahan yang terjadi disekitar
terhentinya PLTBm bambu tersebut, dalam konteks
Laclau, disebut sebagai krisis, yakni satu persoalan yang

mampu mengungkit  struktur sentral sekaligus
berantagonis terhadap struktur lainnya berdasarkan
sifatnya yang dislokasi. Secara khusus dislocation is
thus an encounter with the Real, ... (). In socio-political

terms, a dislocated structure is one that experiences a
moment o f crisis, ofgreatjeopardy. Dislocation precedes
signification; it is external to it and therefore external to
antagonism - itis a traum atic experience that disarranges
the structure, which needs to be recomposed from new
processes o fsignification. Ini senada dengan penjelasan
Badiou, (1967) jelaskan: ..contrary that a practice,
considered in its specific structure, a structure, so to say,
dislocated (decalee) with regard to the structure that
articulates this practice as an instance of the whole, is
determinant with regard to the whole in which it is
presentin a decentred form.

Tesis utama yang dikemukakan dalam kasus bambu
diatas adalah dislokasi selalu memiliki karakter ganda.
Pada satu sisi, dislokasi menandai krisis di dalam
identitas lama, dan di sisi lain perlu dipahami sebagai
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fondasi yang padanya identitas baru dibentuk. Semula
kasus kriteria bambu dilihat sebagai kasus teknikal,
namun kemudian menyebar menjadi persoalan identitas
di mana masyarakat berhadapan dengan pengelola
PLTBm sebagaimana tersaji dalam Gambar 1. Dalam teori
Laclau, ketidaksesuaian kualitas bambu bukan sekedar
masalah teknikalitas, akan tetapi terkait dengan moment
dislokasi (Laclau, 1996a) yakni "..The moment at which
dislocation takes place is different. It occurs precisely
when the structure cannot process, cannot semantised
the new, whose significance therefore escapes it."

Kondisi awal bahwa bambu yang ditanam oleh
warga dari ketiga desa, dianggap memenuhi kriteria layak
pakai, menjadi keyakinan awal masyarakat, demikian juga
dengan para peneliti. Akan tetapi pada praktiknya bahan
baku bambu yang dapat digunakan oleh mesin PLTBm,
memiliki kriteria khusus yakni bentuk, jenis, serta tingkat
kematangan bambu. Akibatnya bambu masyarakat yang
sudah ditebang tidak banyak digunakan sebagai bahan
baku karena tidak sesuai dengan kualitas yang
disyaratkan. Bahkan sebagian besar malah menjadi
sampah. Pengelola akhirnya mendatangkan bahan baku
bambu dari luar pulau, termasuk bibit bambu. Dislokasi
pun terjadi dimana kualitas bambu dinyatakan rendah,
padahal pohon bambu melimpah dimiliki secara privat
oleh Masyarakat. Dislokasi tersebut menjadi momentum
yang mengubah mimpi dan harapan menjadi kekecewaan.



Gambar Dislokasi PLTBm

Krisis dislokasi tersebut, menyebabkan masyarakat
kecewa, akhirnya mereka kembali pada kebiasaan lama,
menggunakan lampu minyak dari kaleng susu saat malam
tiba. Sebagai perbandingan, untuk menghidupkan tiga
lampu minyak dalam 1 rumah, masyarakat harus
menghabiskan 1-liter minyak tanah dalam seminggu. Jika
dihitung dalam sebulan, masyarakat harus mengeluarkan
uang untuk beli minyak tanah Rp 24 ribu untuk
menerangi rumahnya. Sebenarnya akan lebih murah jika
PLTBm berfungsi dan beroperasi sesuai harapan, karena
akan mengurangi konsumsi minyak tanah. Biaya listrik
token untuk harga Rp20 ribu bisa bertahan 2-3 bulan.
Namun karena pasokan listrik lebih banyak mati, PLTBm
Tidak mampu menghidupkan barang elektronik seperti
TV. Terkait hal tersebut, masyarakat Desa Saliguma,
malah mencari sumber listrik mandiri dengan genset dan
ada pula yang memakai lampu minyak atau panel surya.
Belum lagi, kekecewaan masyarakat semakin akut
manakala janji hasil panen bambu akan dibeli oleh
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pengelola tak kunjung terealisasi. Ketika pengelola
membutuhkan kembali keterlibatan masyarakat secara
penuh, mendapat tentangan karena masyarakat setempat
terlanjur kecewa.

Dislokasi juga ditandai dengan hadirnya limitasi
struktur kuasa PLTBm. Himpitan masalah yang berasal
dari faktor teknis, SDM, hingga tata kelola yang
berkepanjangan tersebut menyebabkan sebuah krisis.
Krisis tersebut pada akhirnya mampu menghentikan
operasional PLTBm lagi beroperasi. Hal ini ditunjukkan
dengan ketidakmampuan Pemda Mentawai melalui
perencanaan yang disusun dalam mengidentifikasi serta
mengkalkulasi potensi masalah dan kepentingan-
kepentingan yang bekerja pada level desa. Berbagai
limitasi yang menjadi ciri dari dislokasi, seperti
teknikalitas dan permodalan menjadikan kekuatan baru
yang menghentikan laju PLTBm. Sehingga dapat
dipahami jika Perusda Mentawai selaku pengelola tidak
memiliki kapasitas teknikal yang memadai terkait
penanganan dan kontrol atas mesin PLTBm. Selain itu
juga tidak memiliki anggaran operasional untuk
menghidupkan pembangkit.

Pada gilirannya, limitasi struktur kuasa PLTBm
melahirkan subjek-subjek yang decenterinqg atau tidak
lagi memusat yang membangun upaya artikulasi melalui
media baru. Hal tersebut terjadi karena keadaan subjek
tidak sesederhana yang dibayangkan dapat dikendalikan
oleh struktur pusat, meskipun semua struktur dianggap
menjadi bagian dari struktur pusat. Tetapi pada
kenyataanya pada fase krisis, semua bagian struktur
terlibat dalam membuat keputusan kolektif, sehingga
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setiap bagian struktur memiliki kewenangan berpendapat
dan berartikulasi.

Menyebarnya (decentering) kekuasaan subyek (para
pihak) dalam proyek merupakan representasi dari
rekomposisi struktur. Ini seperti yang dijelaskan oleh
Laclau (2019): "the response to the dislocation of the
structure willbe its recomposition around particularnodal
points of articulation by the various antagonistic forces."
Pada awalnya struktur yang terbentuk tampak
terkonsolidasi, dimana para agensi perintis, seperti PT.
CPIl, MCA, PT PLN, Bappeda, Dinas Koperasi dan Industri,
Perusda, kepada desa bersatu padu. Namun dalam
perjalanannya, terjadi situasi antagonistik dimana para
pihak saling melempar tanggung jawab dibalik
terbengkalainya PLTBm yang prestisius bagi pemerintah
dan masyarakat Kabupaten Mentawai. Sikap Pemda
Mentawai semakin membingungkan ketika berpendapat,
pada saat PLTBm diserahkan kepada Pemda Mentawai
dari Bappenas masih dianggap tanggung jawab
pemerintah pusat. Perusda menilai beberapa bagian
mesin yang tidak berfungsi secara optimal menjadi
tanggung jawabnya Pusat. Berlindung dibalik kondisi
Pandemi Covid-19, Perusda menyatakan tidak bisa
menanggung berbagai beban seperti operasional gaji
dan BBM. Sedangkan Pemerintah pusat hal itu menjadi
tanggung jawab Pemda Mentawai karena ini sudah jadi
aset Pemda (Mariadi, 2020).

Akhirnya, dislokasi melahirkan struktur baru yang
mampu menekan pelaksanaan PLTBm. Dengan demikian,
melalui struktur dislokasi, dimana kondisinya berbeda
dengan idealitas yang dipersyaratkan oleh struktur
PLTBm, menjadi dasar penstrukturan baru atas makna
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atau bentuk reaktivasi semua aktor menjadi agensi
kepentingan. Atas dislokasi tersebut struktur sentral
mengalami rekomposisi, dan kemudian porak-poranda.
Pada keadaan inilah awal mulanya dislokasi terbentuk
sebagai struktur otonom (Bruschi, 2019). Dengan
demikian, sejauh menjadi sebuah momentum dari
struktur, subjek atau pelaku menjadi  “akibat”
ketidakmampuan struktur membangun konsolidasi pada

dirinya sehingga subyek-subyek menjadi agensi yang
otonom.

Simpulan: Desa sebagai Hegemony Amenities

Dislokasi merupakan salah satu aspek terjadinya
konflik yang merambat ke penghidupan masyarakat di
beberapa desa di Mentawai. Masyarakat sudah
mengorbankan penghidupannya yakni dengan menebang
banyak pohon bambu, namun pada akhir cerita bambu
yang telah banyak ditebang ternyata tidak sesuai dengan
spesifikasi yang diinginkan. Pada kasus terbengkalainya
PLTBm, desa berubah dari administratif menjadi sebuah
hegemoni. Masyarakat memiliki kuasa penuh pada tanah
dan tanaman yang tumbuh diatasnya, termasuk pada
pohon bambu yang tumbuh dengan liar di hutan dan
ladang mereka. Aparat desa, meskipun memiliki otonomi
administrasi, tidak mampu mengendalikan kemerdekaan
masyarakat mengolah tanah yang dimilikinya, termasuk
menebang dan menjualnya.

Ketika PLTBm dibangun untuk menyuplai energi
listrik ke tiga desa telah membuka mimpi masyarakat
untuk bisa menjual bambu yang tumbuh sebagai
tumbuhan liar di ladang dan hutan yang mereka miliki.
Namun pihak pengelola PLTBm mematahkan mimpi
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tersebut dengan menetapkan kriteria atas jenis bambu
sebagai bahan bakar PLTBm. Padahal Masyarakat sudah
bermimpi akan mendapatkan wuang dari penjualan
tanaman bambu yang Dberujung mangkrak dan
membusuk. Pihak pengelola PLTBm, malah
mendatangkan bibit bambu dari luar Mentawai, meski
berujung pada penolakan masyarakat. Akhirnya kinerja
PLTBm mulai menurun dan gagal menghasilkan
pemasukan dan justru defisit. Bahkan ketika dikonversi
dengan tenaga diesel pun tidak mampu menyuplai
dengan optimal karena terjebak pada harga solar yang
tinggi. Masyarakat sudah kembali menggunakan lampu
minyak tanah dan pakai panel surya.

Pengelola yang pada awal mulanya memiliki kuasa
penuh karena mendapat dukungan dari berbagai pihak
harus berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat
membiarkan krisis diselesaikan oleh semua aktor yang
terlibat dalam PLTBm, yang kemudian meruntuhkan
kuasa penguasa PLTBm. Masyarakat membiarkan
keangkuhan pengelola PLTBm hingga mampu
memporakporandakan visi narasi kesejahteraan yang
didengungkan serta  menggulingkan kecongkakan
dengan mengacak ulang (rekomposisi) para elit kuasa
dibalik PLTBm. Mereka Ilumpuh satu persatu yang
ditandai dengan rekomposisi internal yang bersifat
antagonistik. Mereka saling menelikung dengan alasan
administratif maupun teknokrasi.

Akhirnya, desa bukan lagi sebagai entitas
administratif, tetapi sebuah hegemoni amenities, yakni
kekuatan masyarakat yang solid karena kepemilikan
fasilitas fisik yang ada di atas tanah yang mereka miliki.
Hegemoni amenities ini mampu membangun krisis ketika
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keunikan vegetasi atau keadaan alam yang ada diatas
tanah mereka terlibat dalam pergulatan penghidupan.
Kekuasan atas varietas vegetasi atau sumber daya alam
di atasnya, menjadi alat yang efektif untuk mengacak
ulang kuasa kapital yang hanya berbekal pengetahuan
iimiah, teknologi dan politik.

Disinilah perlu peneguhan bahwa desa bukan
sekedar entitas administratif belaka. Pada akhirnya, desa
bukanlah sekedar pemukiman, perkumpulan komunitas,
paguyuban, atau sebuah pemerintahan terendah dan
wilayah administratif sebagai kepanjangan tangan
negara. Tetapi desa sudah semestinya dipahami sebagai
entitas yang mampu mensubversi kekuasaan dengan
menghadirkan dislokasi geografis. Subversi kekuasaan
tersebut memiliki daya tawar terhadap struktur pusat
guna memastikan proses kehidupan dan menjamin
penghidupan mereka secara otonom.
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